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ABSTRACT 
This paper discusses the position of cash and productive waqfs according to fiqh (sharia 
economic law) and is associated with Indonesia. In addition, it also discusses the development 
of the study of how important and cash-and-productive waqf practices in Indonesia are. In 
Indonesia there is already an official rule about waqf and already contained in it the 
arrangement of this cash waqf. Likewise has been found the assessment both legally and 
ilmiyah against this cash waqf. This cash and cash donation is actually an effort to develop the 
wakaf property to be more efficient and more useful. This study aims to be accepted and 
developed this cash waqf in the teachings of Islam. This study is very important in order to see 
its compatibility with the purpose of wakaf itself and the general purpose of Islamic law so that 
it can realize the social welfare of the Muslim community. 
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PENDAHULUAN 
akaf dalam ajaran Islam pada awalnya adalah makna dari shadaqah jariyah, sebagai 
“pemberian suatu harta untuk kepentingan ibadah dan umum sementara bendanya masih 
tetap utuh ketika memanfaatkannya”. Pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan ibadah dan 
sosial, namun tanpa menghilangkan atau merusak bendanya. Sekarang, wakaf berlaku tidak hanya 
untuk benda yang tetap materinya, tetapi juga berkembang untuk uang yang sebenarnya selalu 
bergulir walaupun nilainya masih tetap. (Istilah wakaf uang belum begitu populer di tengah 
masyarakat Indonesia, karena selama ini wakaf hanya sebatas pada pemberian barang tidak 
bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok 
pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. (Anonim, 2009: 8), yang berdimensi 
spritual. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf, 
termasuk wakaf uang, sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekankan 
pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) untuk kesejahteraan umat. (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008: 1).  
Melihat banyaknya harta wakaf tak bergerak dalam masyarakat Indonesia yang belum 
mampu mengatasi masalah kemiskinan, timbul keinginan untuk mempruduktifkan wakaf, dalam 
hal ini terutama wakaf uang. Karena pada hakikatnya uang juga merupakan salah satu instrumen 
yang memungkinkan untuk diwakafkan. Di kalangan masyarakat luas mulai muncul istilah cash 
waqf (wakaf uang), dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari 
Bangladesh. (Farid Wadjdy, 2008: 79). Wakaf uang bisa sebagai salah satu solusi dan dapat 
menjadikan wakaf lebih produktif, apabila dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga 
profesional, dan akan sangat membantu kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi hak-hak 
masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Pengelolaan wakaf uang secara produktif 
untuk kesejahteraan masyarakat merupakan tuntutan zaman hari ini. (Apalagi sekarang Indonesia 
berpeluang krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. (Achmad Djunaidi, 2008: 
90.)  
W 
Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017 
330      ||           Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition 
Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, kategori ajaran syariah yang 
bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada 
fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan 
realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing 
negara muslim (termasuk Indonesia). (Akh. Minhaji (2005). “Nation State dan Implikasinya 
Terhadap Pemikiran dan Implementasi Hukum Wakaf ”, Kata Pengantar dalam Abdul Ghofur 
Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media): xxi). 
Makalah ini akan membahas wakaf produktif tersebut dalam perspektif ekonomi Islam dan 
bagaimana prospeknya dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. 
WAKAF WAKAF PRODUKTIF 
Kata wakaf atau al-waqf (فقولا) adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata wa-qa-
fa (فقو) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan 
semakna dengan kata habasa-yahbisu-habsan ( فرصتلا نع حاابس ) maknanya terhalang untuk 
menggunakan. Maknanya adalah ( ليبستلا سيبحتلا ىنعم فقولا ), yaitu: menahan harta yang diwakafkan, 
untuk tidak dipindahmilikkan. (Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur al-Mishri (1301 H): Jilid 11, 
276; Wahbah Zuhaili (1985): 7599). 
Dalam bahasa Arab, kata wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang 
diwakafkan (al-mauquf bih) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti 
yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna 
objek yang diwakafkan atau institusi. (Juhaya S. Praja (1995): 6). 
Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna 
wakaf adalah “menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan 
menyedekahkan manfaatnya” (Abu Zahrah (1971): 41). MUI juga merumuskan definisi tentang 
wakaf, yaitu: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokonya, 
dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, 
atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak) haram yang 
ada”. 
Tidak terdapat ayat Al-Qur`an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. 
Maknanya hanya berdasarkan pemahaman wakaf yang termasuk infaq fi sabilillah. Dasar yang 
digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini adalah keumuman ayat-ayat Al-
Qur`an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara dalil-dalil tersebut antara lain: 
                                       
                        
 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu 
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.” (QS. Al-Barah: 267) 
Juga ayat: QS. Ali Imran: 92)  
                         
 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu 
menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya” 
Juga hadis Rasul yang artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: 
Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macamamal 
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yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu 
mendo'akan orang tua" (M. Sjarief Sukandi, tth.: 340).  
Para ulama menafsirkan istilah shadaqah jariyah di sini dengan wakaf. Hadis yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar: yang artinya: ”Bahwa Umar bin al- Khattab r.a. 
memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk 
mengenai tanah tersebut, katanya,“Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang 
belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah 
engkau kepadaku mengenainya? Nabi S.A.W menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan 
kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, 
dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia 
menyedekahkan hasilnya kepada fuqara’, kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak 
berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma’ruf dan memberi 
makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”  
Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia 
terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa 
bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf 
dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui 
ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor 
pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-
masing. Yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang 
diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise 
(kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana 
mendekatkan diri kepada-Nya. 
Ajaran wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW yang disyariatkan pada tahun kedua 
Hijriyah. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, 2008: 4). Ada dua pendapat di kalangan yuris (fuqaha`) tentang siapa yang pertama kali 
melaksanakan syariat wakaf, ada yang mengatakan, Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik 
Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali 
melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang 
diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. 
Wakaf berkembang luas pada masa shahabat, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan 
dinasti sesudahnya. Wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf 
menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji para 
staf, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat 
kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf 
sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008: 4-8). 
Kegiatan wakaf di Indonesia seiring dengan perkembangan dakwah Islam. Di samping 
melakukan dakwah Islam, para ulama sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Buktinya, banyak 
masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah dan dengan harta wakaf, sehingga terus 
berkembang, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial, pada 
masa Indonesia merdeka. 
Kenyataannya bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah menjadi 
hukum yang hidup pada bangsa Indonesia. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum 
kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, 
pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, 
perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf 
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dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, 
madrasah, perkuburan, yang tidak bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. 
Walaupun aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP 
Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur 
wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik 
dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti 
masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Disadari bahwa regulasi yang mengatur tentang 
perwakafan masih minim, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami 
stagnasi. Ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma 
baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan 
kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memotivasi untuk 
menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan 
wakaf uang (waqf al-nuqud). 
Fatwa MUI tersebut semakin kuat dengan hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi juga 
dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di 
Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat 
menjalankan fungsinya, Undang-Undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan 
Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam 
implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai 
sentral nadzir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah 
Peraturan Pemerintah No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Setelah itu, 
pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang 
memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010. (Tholhah Hasan (2009), 
“Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, dalam Republika, Rabu, 22 April 2009, 
accessed 3 Juli 2009). 
MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang 
menyatakan bahwa: 
1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, 
kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk ke dalam 
pengertian uang adalah surat berharga; 
2. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh); 
3. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara 
syar’i; 
4. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau 
diwariskan. 
Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi 
wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia. (Tholhah Hasan 
(2009), “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, dalam Republika, Rabu, 22 April 2009, 
dan Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002). Dalam undang-undang 
ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak, dan 
yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk 
pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan semata.  
Dengan telah adanya undang-undang ini di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan 
ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat, yang akan mempengaruhi proses 
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regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf ini bertujuan untuk 
kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun 
bidang sosial keagamaan lainnya. 
WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA 
Wakaf uang dan produktif ini membuka peluang untuk menciptakan investasi guna 
memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-
orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan Cash-Waqf Certificate. Hasil 
pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-
tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari Cash 
Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana wakaf seolah-olah 
hanya untuk orang-orang kaya saja. Wakaf  uang juga mempunyai peluang untuk menciptakan 
investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang 
mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan 
Sertifikat Wakaf Uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat 
dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah 
wakaf.  
Menurut Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), 2005: 43-44), Cara 
memanfaatkan potensi wakaf agar lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas 
dibanding wakaf biasa, adalah sertifikat wakaf uang yang dapat dibuat berbagai macam pecahan, 
yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan 
semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,- Dengan mengasumsikan 
bahwa dengan jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa 
dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut: 










Potensi Wakaf Uang 
/ bulan 
(Rp) 
Potensi Wakaf Uang 
/ tahun (Rp.) 
500 ribu 4 juta 5 ribu,- 20 Milyar 240 Milyar 
1 juta 2 juta-3Juta 10 ribu 30 Milyar 360 Milyar 
2 juta –5 juta 2 juta 50 ribu 100 Milyar 1,2 Triliun 
5 juta-10 juta 1 juta 100 ribu 100 Milyar 1,2 Triliun 
Total 3 Triliun 
Penjelasan tabel ini adalah: 
1. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun 
masing-masing berwakaf sebanyak Rp60.000,00 maka setiap tahun terkumpul 
Rp240.000.000.000,00. 
2. Apabila umat yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang 
dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana 
sebanyak Rp360.000.000.000,00. 
3. Apabila umat yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang 
dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana 
sebanyak Rp1.200.000.000.000,00. 
4. Apabila ummat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 - Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta 
orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul 
dana sebanyak Rp1,200.000.000.000,00.  
Jika dana wakaf itu diserahkan kepada pengelola professional, diinvestasikan di sektor 
yang produktif, dan dikelola secara baik, maka potensi wakaf uang sangat besar. Sehingga dana 
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tersebut dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam rangka membantu kaum 
dhuafa` dan kepentingan ummat. Dengan demikian jumlah wakaf uang tidak akan berkurang, 
akan tetapi bertambah dan terus. Jika dana wakaf uang diinvestasikan di Bank Syari’ah dan setiap 
tahun diberikan bagi hasil sebesar 9 %, maka pada akhir tahun akan diperoleh dana hasil investasi 
sebesar Rp. 270.000.000.000. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendetal 
Bimbingan Masyarakat Islam, 2008: 72). 
Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, memberi peluang kepada perbankan 
syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana 
wakaf uang dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat yang meluncurkan Waqf Uang 
Muamalat, Dompet Dhuafa Republika yang meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia, dan lembaga 
wakaf nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Wakaf pada tahun 2007 yaitu 
Badan Wakaf Indonesia. Lembaga ini banyak membuat program untuk mewujudkan keadilan 
sosial yang dihasilkan dari investasi dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat, seperti 
pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi mengembangkan 
wakaf uang untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. 
Program-program yang telah dicanangkan oleh lembaga wakaf di Indonesia dengan mengelola 
dana wakaf uang dalam bentuk ini adalah dalam upaya agar harta wakaf lebih berkembang 
manfaat ekonomi dan sosialnya. Contoh, penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang pada 
Tabung Wakaf Indonesia yang hasil pengelolaannya disalurkan pada bidang pendidikan, 
ekonomi, dan bidang sosial. (Tabung Wakaf Indonesia, Laporan Keuangan Tahun 2001-2009) 
20. Selain itu, hasil pengelolaan yang di peroleh oleh Badan Wakaf Indonesia disalurkan pada 
bidang pendidikan dan kesehatan. (Badan Wakaf Indonesia, Laporan Wakaf Uang Tahun 2010) 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendetal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008: 
72, Tabung Wakaf Indonesia, Laporan Keuangan Tahun 2001-2009), dan Badan Wakaf 
Indonesia, Laporan Wakaf Uang Tahun 2010). 
PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP WAKAF PRODUKTIF  
Salah satu lembaga ekonomi Islam yang bisa berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat 
adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah lama berperan penting dalam pengembangan sosial, 
ekonomi, dan budaya masyarakat. Di antaranya yang paling menonjol adalah peranannya dalam 
membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan 
beberapa Negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan 
kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat hasil wakaf 
dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan 
keagamaan.  
Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung 
komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya 
dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta 
wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarkat untuk masyarakat. (Muhammad Yusuf, 
(2009). 
Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang 
yang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup 
lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk. Para ahli fikih 
memperdebatkan boleh atau tidaknya wakaf uang ini. Sebagian ulama ada yang membolehkan, 
dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. 
Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun baru akhir-akhir ini 
mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif. Yang menjadi masalah di 
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berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang 
wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf 
tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan 
dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2008): 93). 
Timbulnya gagasan terhap wakaf uang di antaranya karena memahami perkembangan 
sistem perekonomian Islam (prinsip mu’amalah, ibahah). Sistem ekonomi dalam Islam tidak 
hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran 
Ilahi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu sistem ekonomi Islam juga 
mengacu pada peningkatan output dari setiap jam kerja yang dilakukan. (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008: 35). 
Wakaf dalam sejarah Islam, telah memainkan peran yang sangat penting dalam 
pembangunan masyarakat muslim, namun kenyataannya bahwa pengelolaan wakaf selain 
memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga ditemukan adanya ketidak 
teepatan yang perlu disempurnakan. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu 
diciptakan untuk mencapai tujuan wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan 
diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat 
produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari 
pemerintah maupun masyarakat. (Muhammad Syafi’i Antonio, 2002: 4). 
Pengelolaan wakaf uang utamanya bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf 
sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. 
(Muhammad Syafi’i Antonio, (2002): 40). Juga bisa meningkatkan keharmonisan antara 
masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Oleh sebab itu isu kemashlahatan sosial yang 
mengemuka dalam wacana wakaf uang memunculkan akar dan subtansi masalah sosial, keadilan 
ekonomi akan bisa diwujudkan. Karena disadari bahwa dengan sistem kapitalis dan sosialis, 
justru membuat kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.  
Gagasan wakaf uang populer melalui pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBL) 
di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument Cash Waqf Certificate dan telah 
memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Umer 
Chapra dan M.A. Mannan. (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (2003): 
90). Menurut M. A. Mannan, wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah 
perekonomian Islam. Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini 
berkisar pada murabahah dan musyarakah. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf 
sebagai sumbangan berupa asset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. 
(Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (2003): 90 
Uang bukan merupakan asset tetap yang tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2008): 
32). Namun sesungguhnya menurut penulis, pada wakaf uang nilai dasarnya akan tetap. Oleh 
karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil 
dimobilisir, salah satunya melalui pembiayaan mikro dengan mekanisme kontrak investasi 
kolektif (KIK) semacam reksadana syari’ah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Uang kepada 
masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit 
dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis. Pemberian skim pembiayaan mikro ini cukup 
mendidik ibarat memberi kail - bukan hanya ikan - kepada rakyat dan diharapkan dapat 
menciptakan kemandirian.  
Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurangi biaya oprasional dapat disalurkan 
untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara` melalui wasiat wakif 
Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017 
336      ||           Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition 
(pemberi wakaf) ataupun tanpa wasiatnya. Bila dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat 
diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang menjadi sangat pentingan 
karena: 
1. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-
langkah yang konkrit. 
2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin 
3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang 
besar untuk dikembangkan 
4. Dari segi tanggung jawab negara, sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya 
defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan public goods. 
(Agustianto: Artikel Zona Ekonomi Islam, Agustus, 2010). 
Sebenarnya sejumlah masalah dalam perekonomian nasional masih banyak dan butuh 
keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya, di antaranya mellui 
pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis.  
Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di 
antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah 
bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan 
tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi 
wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf. 
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan 
dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. 
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash 
flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. 
4. Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia 
pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang 
semakin lama semakin terbatas. 
5. Dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9% 
pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada 
para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb. 
(Agustianto: Artikel Zona Ekonomi Islam, Agustus, 2010). 
6. Dana wakaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syari’ah, Keunggulan dana 
wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang 
seharusnya menjadi incaran bank-bank syari’ah. 
7. Berbicara tentang produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka 
seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah 
mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan 
kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan 
pengembangan usaha kecil dan menengah. (Agustianto: Artikel Zona Ekonomi Islam Agustus, 
2010) 
Pada prinsipnya, agar wakaf lebih produktif, dapat diperuntukkan bagi: Sarana dan 
kegiatan ibadah; Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; Bantuan kepada fakir miskin, 
anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 
kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan 
perundang-undangan. 
Wakaf uang dikatakan produktif jika diinvestasikan dan dapat menghasilkan dana yang 
bermanfaat bagi kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu benda wakaf harus dikelola secara produktif 
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oleh nadzir (pengelola) yang profesional. Uang wakaf tersebut jangan langsung diberikan kepada 
mauquf ‘alaih (penerima wakaf), tetapi nadzir terlebih dahulu mengelola dan 
mengembangkannya secara produktif sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian 
yang diserahkan kepada mauquf ‘alaih adalah hasil investasi dana wakaf, sedangkan uang 
wakafnya tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena itu, nadzir selain memenuhi syarat-syarat 
yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf, harus ditambah syarat-
syarat lain yang menunjang tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan investasi uang yang 
diwakafkan yaitu professional dalam pengelolaaan wakaf ini (Uswatun Hasanah, (2008) Wakaf 
Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, pidato 
disampikan saat pengukuhan gelar guru besar tanggal 22 April 2009).  
Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis 
investasi yang halal, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi 
masyarakat banyak. Juga wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan 
perbankan sosial yang masih sebagai suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: 32), 
perlu disosialisasikan secara baik dan berlanjut. Karena selama ini umat Islam mengenal konsep 
wakaf sebagai sumbangan berupa asset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni 
ketakwaan, yang nampaknya tak ada produktifitasnya.  
PENUTUP 
Selama ini wakaf dikenal sebagai pemberian berupa asset tetap oleh seorang muslim 
dengan tujuan murni ketakwaan, kemudian dikembangkan kepada wakaf uang. Undang-Undang 
No 41 tahun 2004, sebagai angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk 
mengelola dan mengembangkan potensi dana umat yang besar (wakaf uang) untuk meningkatkan 
kesejahteraan kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan. Juga menjadi jalan 
alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral 
sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya ekonomi Islam dalam negara 
yang berpenduduk mayoritas muslim, sehingga eksistensi instrumen syariah ini memilki prospek 
yang baik dan cerah serta akan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga wakaf uang 
diharapkan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia.  
Pengelolaan wakaf uang melalui UU No. 41 tahun 2004 merupakan sarana perubahan-
perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat Undang-
Undang tersebut. Karena pertimbangan Fatwa MUI tentang wakaf uang disebutkan bahwa wakaf 
uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. 
Untuk ini dibutuhkan Sumber Daya Insani yang amanah, profesional, berwawsan ekonomi, 
tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, maka dibutuhkan pembinaan terhadap 
pengelola wakaf, sosialisasi yang terus menerus oleh para akademisi, ulama, praktisi ekonomi 
syariah, baik melalui seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa. 
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